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Imperialisme Jepang di Asia ternyata masih menyisakan luka 
mendalam bagi banyak orang, antara lain wanita-wanita Indonesia dan 
Korea Selatan yang dulu pernah dipaksa menjadi wanita penghibur atau 
disebut Jugun Ianfu. Penelitian ini bermaksud unluk mengetahui 
bagaimana usaha-usaha para mantan Jugun Ianfu di Indonesia dan 
Korea Selatan dalam menuntut hak-hak mereka pada pemerintah 
Jepang serta mengetahui bagaimana kebijakan luar ncgeri pemerintah 
Jepang atas hal ini. Melalui peringkat analisa negara-bangsa dan 
sistemik, serta berdasarkan teori dan konsep antara lain; Kebijakan luar 
negeri, Kepentingan nasional, Teori Pengaruh, dan Image Theory, serta 
berdasarkan studi komparatif, penelitian yang berfokus pada kebijakan 
luar negeri pemerintah Jepang tahun 1992-1997 ini menemukan bahwa 
dalam usahanya Jugun Ianfu dari Indonesia dan Korea Selatan 
melibatkan banyak pihak antara lain; masyarakat, media massa, NGO, 
dan pemerintah masing-masing. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap 
Jugun Ianfu di kedua negara tersebut ternyata berbeda. Hal ini 
disebabkan adanya perbedaan intensitas tuntutan dan dukungan dari 
masyarakat dan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. 
Kata kunci : Kebijakan luar negeri, Jugun Ianfu. 
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